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A B S T R A C T 

The shift in moral paradigms within the Indonesian National Criminal 
Code (KUHP) represents a fundamental transformation in the orientation 
of criminal law reform. Departing from the colonial legal-positivistic 
framework, the 2023 KUHP increasingly incorporates public morality and 
communitarian values as bases for criminalization. Through a 
philosophical and juridical normative analysis, this study demonstrates 
that the most critical implication of this shift is the erosion of the principle 
of legality (lex certa), particularly in morality-based offenses whose vague 
formulations grant broad interpretative discretion to law enforcement 
authorities. The findings reveal that several decency-related provisions 
extend state intervention into the private sphere without a clear 
demonstration of concrete harm, thereby increasing the risk of 
overcriminalization and inconsistent legal enforcement. While the new 
KUHP seeks to harmonize local moral values with constitutional 
principles and human rights, this study argues that the absence of precise 
normative boundaries weakens legal certainty and threatens the protection 
of individual rights. The article emphasizes the need for a balanced 
integration of public morality, legal certainty, and human rights in the 
ongoing implementation of the National Criminal Code. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembentukan hukum pidana nasional merupakan salah satu proses transformasi hukum 

paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selama lebih dari satu abad, 

Indonesia menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda yang tidak 

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal, kebutuhan hukum modern, serta dinamika 

sosial dan moral masyarakat Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut memunculkan berbagai 

kritik, terutama terkait keterbatasan WvS dalam mengakomodasi perkembangan moral 

publik, konsep kesusilaan, dan perubahan struktur sosial. Kehadiran Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 menandai upaya negara untuk melakukan 
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rekonstruksi sistem hukum pidana agar lebih selaras dengan karakter sosial, budaya, dan 

filosofi bangsa. Reformasi ini tidak hanya berupa pembaruan teknis normatif, tetapi juga 

mencerminkan perubahan paradigma moral yang mendasari perumusan dan legitimasi 

aturan pidana. 

Dalam perspektif filsafat, hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan 

moralitas. Istilah “filsafat” sendiri berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti cinta 

akan kebijaksanaan, serta dari bahasa Arab falsafah yang bermakna hikmah. Filsafat 

menuntut cara berpikir yang radikal, dalam arti menelusuri suatu persoalan hingga ke akar-

akarnya (radix), termasuk memahami sebab, asal-usul, dan hakikat suatu fenomena. Dalam 

konteks hukum, pemikiran filsafat berfungsi sebagai dasar untuk menelaah alasan mengapa 

suatu perbuatan dianggap layak diatur, dilarang, atau dijatuhi sanksi pidana. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Ida Bagus Wyasa Putra, pemikiran filsafat memungkinkan analisis 

tentang sebab dan hakikat hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih 

menyeluruh mengenai tujuan dan legitimasi suatu norma (Malau, Parningotan, 2023). 

Dalam filsafat hukum, moralitas selalu memainkan peran sentral dalam menentukan 

apa yang sepatutnya dikriminalisasi serta bagaimana negara membatasi atau menata 

perilaku warganya. Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya 

pergeseran pemahaman mengenai relasi antara moral publik, nilai-nilai lokal, dan prinsip 

universal hak asasi manusia. Pergeseran tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan baru 

KUHP Nasional, khususnya yang mengatur delik kesusilaan, penyerangan terhadap 

kehormatan institusi negara, serta pengaturan aspek kehidupan privat. Penggunaan moral 

publik sebagai salah satu dasar kriminalisasi mencerminkan upaya pembentuk undang-

undang untuk menyeimbangkan nilai sosial, norma kesusilaan, dan etika ketatanegaraan 

dengan kebutuhan akan kepastian hukum. 

Namun, perubahan paradigma moral ini memunculkan perdebatan akademik yang 

signifikan. Pertanyaan kritis yang mengemuka antara lain berkaitan dengan sejauh mana 

negara berwenang menggunakan moral publik sebagai dasar intervensi hukum pidana, 

serta bagaimana menjaga keseimbangan antara moralitas masyarakat, asas legalitas, dan 

perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perluasan kriminalisasi yang berbasis pada 

norma moral menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran kebebasan sipil, 

khususnya ketika norma kesusilaan bersifat dinamis, relatif, dan tidak selalu memiliki 

parameter hukum yang tegas. Perubahan tersebut juga menantang konsistensi penerapan 

asas legalitas dan memperluas ruang interpretasi aparat penegak hukum terhadap norma-

norma pidana. 

Pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional membawa implikasi yuridis yang 

tidak sederhana. Beberapa ketentuan baru menyentuh ruang privat individu yang 

sebelumnya berada di luar ranah intervensi negara, sehingga menimbulkan pertanyaan 

mengenai batasan rasional kriminalisasi dan ruang campur tangan negara dalam kehidupan 

warga negara. Dalam konteks ini, muncul persoalan mengenai harmonisasi antara nilai-nilai 

lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dengan standar hukum modern dan 

hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, 

seperti hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari 

intervensi negara yang berlebihan. Oleh karena itu, analisis filosofis dan yuridis menjadi 

penting untuk menilai sejauh mana KUHP baru mampu mewujudkan tujuan hukum pidana, 

yaitu menciptakan ketertiban, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara. 
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Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini berangkat dari persoalan 

mengenai bagaimana pergeseran paradigma moral tercermin secara nyata dalam 

perumusan norma-norma KUHP Nasional Tahun 2023 serta bagaimana perubahan tersebut 

menunjukkan peralihan orientasi dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana 

nasional yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan etika masyarakat Indonesia. Pertanyaan 

mendasar yang dikaji adalah mengenai apa yang dimaksud dengan moral publik dalam 

konteks legislasi pidana, bagaimana konsep tersebut dijadikan dasar kriminalisasi, serta 

sejauh mana penerapannya konsisten dengan prinsip keadilan, etika komunitarian, dan 

nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi KUHP Nasional. 

Dalam menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa 

kerangka teori utama. Teori Hukum Alam digunakan untuk menilai keterkaitan inheren 

antara hukum dan moralitas serta menguji apakah norma-norma dalam KUHP didasarkan 

pada nilai moral objektif atau sekadar respons terhadap tuntutan sosial yang bersifat politis 

dan kultural. Teori Positivisme Hukum, khususnya pandangan H.L.A. Hart dan Hans Kelsen, 

dipakai untuk menguji konsistensi asas legalitas, kejelasan norma, dan kepastian hukum 

dalam perumusan delik-delik berbasis moral. Selanjutnya, teori kriminalisasi dari Joel 

Feinberg, Andrew von Hirsch, dan Douglas Husak digunakan untuk menilai batasan etis dan 

rasional negara dalam menggunakan hukum pidana, terutama melalui prinsip bahaya 

(harm principle), prinsip ofensivitas (offense principle), dan otonomi individu. Selain itu, 

teori moralitas publik dengan pendekatan etika komunitarian membantu menjelaskan 

kecenderungan KUHP Nasional dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kebiasaan 

kolektif masyarakat. Kerangka teori hak asasi manusia digunakan sebagai instrumen 

kontrol normatif untuk menilai keselarasan ketentuan berbasis moral dengan perlindungan 

hak-hak fundamental. 

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan dinamika 

pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional sekaligus mengkaji implikasi filosofis 

dan yuridisnya terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi 

manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

diskursus akademik hukum pidana Indonesia serta menjadi landasan evaluasi kebijakan 

agar KUHP Nasional tidak hanya mencerminkan nilai moral masyarakat, tetapi juga 

menjunjung tinggi keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga 

negara. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

filosofis dan yuridis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada 

analisis norma hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan-ketentuan 

yang mencerminkan pergeseran paradigma moral dalam kebijakan kriminal nasional. 

Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji secara konseptual, 

sistematis, dan kritis, bukan sebagai perilaku empiris masyarakat. 

Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan moral dan nilai-nilai yang 

mendasari perumusan norma-norma dalam KUHP Nasional. Analisis filosofis dilakukan 

dengan menempatkan ketentuan hukum pidana dalam dialog kritis dengan teori hukum 

alam, positivisme hukum, teori kriminalisasi, teori moralitas publik, serta teori hak asasi 
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manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap dasar legitimasi moral kriminalisasi, 

tujuan pemidanaan, serta peran negara dalam mengatur dan membatasi perilaku warga 

negara berdasarkan moral publik. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini berupaya 

menilai apakah norma-norma berbasis moral dalam KUHP mencerminkan nilai keadilan 

substantif atau justru berpotensi menimbulkan problem etis dan pembatasan kebebasan 

individu yang berlebihan. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk 

menganalisis implikasi hukum dari pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional. 

Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian norma-norma tersebut dengan 

asas-asas fundamental hukum pidana, khususnya asas legalitas, kepastian hukum, 

proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis yuridis juga mencakup 

penelaahan terhadap potensi perluasan kriminalisasi, elastisitas rumusan delik, serta 

dampaknya terhadap ruang privat warga negara dan mekanisme penegakan hukum. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

primer meliputi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder 

mencakup buku-buku teks hukum, karya ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta 

hasil penelitian yang relevan dengan tema pergeseran paradigma moral, kriminalisasi, dan 

reformasi hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, 

dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan terminologi yang 

digunakan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum, filsafat hukum, serta publikasi 

ilmiah yang relevan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal ilmiah lima 

tahun terakhir untuk memastikan kebaruan dan relevansi analisis, khususnya dalam 

membahas KUHP Nasional dan implikasi moralitas publik dalam hukum pidana. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang 

telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, mengategorikan, dan 

menginterpretasikan norma-norma hukum serta pandangan teoretis yang relevan untuk 

menjelaskan pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional. Analisis ini tidak hanya 

bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif, dengan tujuan menilai konsistensi filosofis 

dan implikasi yuridis dari norma-norma berbasis moral dalam sistem hukum pidana 

Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai 

keseimbangan antara moral publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia 

dalam KUHP Nasional. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mencerminkan 

transformasi mendasar dalam cara hukum pidana Indonesia memahami hubungan antara 

hukum, moral, masyarakat, dan negara. Jika dalam KUHP kolonial orientasi utamanya 

berada pada asas legal-positivistik yang menekankan kepastian rumusan, rasionalitas 

formal, dan ketergantungan pada konstruksi hukum Eropa Kontinental, maka KUHP 

Nasional justru memperlihatkan upaya untuk menempatkan moral publik, nilai lokal, dan 

etika komunitarian sebagai rujukan komplementer dalam pembentukan delik dan 
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perumusan sanksi. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi diposisikan sekadar sebagai 

perangkat penjera dan penertib perilaku yang bersifat netral, melainkan sebagai instrumen 

pembinaan sosial yang secara aktif memelihara dan meneguhkan nilai yang dianggap 

penting oleh masyarakat Indonesia.  

Dalam konteks pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional, pendekatan 

positivisme hukum menjadi titik kritis untuk menilai konsistensi asas legalitas dan 

kepastian hukum. Meskipun KUHP 2023 tetap berlandaskan hukum positif yang ditetapkan 

oleh negara, perluasan delik berbasis moral menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi 

sepenuhnya bertumpu pada rasionalitas formal dan rumusan normatif yang ketat. Hal ini 

menimbulkan ketegangan antara tuntutan lex certa dalam positivisme hukum dan 

kecenderungan legislasi pidana yang mengakomodasi nilai-nilai moral publik yang bersifat 

dinamis. Dalam kerangka ini, pergeseran dari positivisme kolonial menuju hukum pidana 

nasional tidak hanya mencerminkan proses dekolonisasi hukum, tetapi juga membuka 

persoalan baru terkait batas kewenangan negara dalam merumuskan dan menegakkan 

norma pidana berbasis moral. 

Pergeseran ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses dekolonisasi hukum yang 

berupaya mengembalikan otentisitas sistem pidana agar selaras dengan identitas bangsa. 

Perubahan orientasi tersebut tidak terlepas dari problem fundamental, yakni sifat moral 

publik yang plural, dinamis, dan sering kali subjektif. Karena tingkat keragaman sosial-

budaya Indonesia sangat tinggi, maka moral publik yang dijadikan dasar kriminalisasi tidak 

pernah bersifat universal, selalu ada potensi bahwa suatu norma moral mewakili preferensi 

kelompok tertentu yang dominan secara politik, demografis, atau budaya. 

Dalam perspektif filosofis, pergeseran ini dapat dipahami melalui dialog kritis antara 

teori hukum alam, positivisme hukum, dan teori kriminalisasi. Teori hukum alam 

memberikan landasan bagi pandangan bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral 

substantif, sehingga keberadaan delik yang berorientasi pada kesusilaan dapat dianggap 

sebagai bentuk perlindungan atas keharmonisan sosial, martabat kemanusiaan, atau 

tatanan nilai yang dijunjung bersama. Akan tetapi, apabila moralitas substantif tersebut 

diterima tanpa penyaringan kritis, maka norma hukum berpotensi menjadi alat untuk 

memaksakan moral tertentu dan mereduksi kebebasan individu. Dari sudut pandang 

positivisme hukum, rumusan norma moral dalam KUHP menghadapi tuntutan lex certa, 

yakni kejelasan unsur yang tidak boleh multitafsir.  

Norma kesusilaan, ketertiban umum, atau kepatutan sering kali memerlukan 

interpretasi subjektif, sehingga rentan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan 

ketidakpastian bagi warga negara. Perdebatan filosofis ini kemudian dipertajam oleh teori 

kriminalisasi modern yang menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan secara hati-

hati dan proporsional, dengan prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dibenarkan jika 

suatu perbuatan menimbulkan bahaya nyata terhadap pihak lain, mengganggu kepentingan 

hukum penting, atau secara substansial mengganggu ketertiban umum. Pergeseran 

paradigma moral dalam KUHP perlu melalui uji rasional, meliputi apakah setiap perbuatan 

yang dianggap tidak bermoral layak dipidana, ataukah terdapat alternatif non-pidana yang 

lebih proporsional dan tidak mengancam hak individu. 

Secara yuridis, pergeseran moral ini membawa implikasi besar terhadap asas 

legalitas, kepastian hukum, ruang privat warga negara, dan mekanisme penegakan hukum. 

Salah satu tantangan utama adalah elastisitas norma yang menggunakan parameter moral 

publik. Hal ini terlihat, antara lain, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 



Pergeseran Paradigma Moral dalam KUHP Nasional ... 

Takuana, Vol. 4 (4) January-March 2026   |   1765 

tentang KUHP yang mengakui keberlakuan living law dalam masyarakat sepanjang sesuai 

dengan nilai Pancasila dan prinsip hukum umum, namun tanpa memberikan batasan yang 

jelas mengenai kriteria normatif yang dapat digunakan dalam penegakan hukum pidana. 

Selain itu, elastisitas juga tampak dalam perumusan delik kesusilaan, seperti penggunaan 

istilah “kesusilaan umum” dan “perbuatan cabul” dalam beberapa ketentuan KUHP, yang 

tidak disertai parameter objektif dan terukur. Ketika suatu norma dirumuskan dengan 

istilah yang tidak memiliki ukuran yang baku, aparat penegak hukum memiliki keleluasaan 

interpretasi yang sangat luas. Keleluasaan ini berpotensi menghasilkan penerapan yang 

tidak seragam, bahkan membuka ruang selektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi 

oleh tekanan sosial, kepentingan kekuasaan, atau bias moral pribadi aparat. 

Dalam konteks ruang privat, penguatan pasal-pasal yang mengatur kehidupan 

keluarga, relasi personal, dan perilaku seksual (termasuk ketentuan mengenai perzinahan 

dan kohabitasi) menunjukkan perluasan intervensi negara ke dalam wilayah yang 

sebelumnya dipandang sebagai domain personal. Perluasan ini menimbulkan perdebatan 

serius mengenai batas kewenangan negara dalam hukum pidana. Negara hukum 

demokratis menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan personal harus 

memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Apabila norma moral 

dijadikan dasar kriminalisasi tanpa perumusan unsur delik yang jelas dan pertimbangan 

hak asasi manusia, maka risiko over criminalization akan meningkat dan warga negara 

kehilangan batas yang pasti mengenai ruang kebebasan privat mereka. 

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, paradigma moral yang terlalu dominan 

berpotensi menimbulkan benturan dengan hak atas privasi, kebebasan berekspresi, 

kebebasan berkeyakinan, serta prinsip non-diskriminasi. Norma moral yang tidak 

dirumuskan dengan jelas dapat mengurangi ruang kebebasan warga untuk menjalani 

kehidupan pribadi sesuai keyakinannya sepanjang tidak merugikan orang lain. Di sisi lain, 

apabila hukum pidana terlalu mudah digunakan untuk mengatur ekspresi, kritik, atau 

perbedaan pandangan moral, maka ia dapat menghambat dinamika demokrasi dan 

diskursus publik yang sehat. Karena itu, moral publik sebagai dasar perumusan delik harus 

ditempatkan secara proporsional bukan sebagai alat untuk mengontrol perilaku warga 

secara berlebihan, melainkan sebagai penguat nilai yang secara nyata melindungi 

kepentingan hukum yang penting dalam masyarakat. Salah satu tantangan besar ialah 

memastikan bahwa moral publik yang digunakan benar-benar memiliki daya ikat sosial 

yang luas, bukan sekadar representasi moral kelompok mayoritas atau elite tertentu. 

Keseluruhan pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional menuntut adanya 

upaya menyeimbangkan nilai, kepastian hukum, dan HAM. Norma moral yang diadopsi 

harus diterjemahkan ke dalam unsur delik yang terukur, jelas, dan tidak membuka ruang 

interpretasi yang terlalu luas. Di sisi lain, pembentuk undang-undang harus memastikan 

bahwa kriminalisasi hanya digunakan pada tindakan yang secara nyata mengancam 

kepentingan hukum atau menimbulkan bahaya bagi publik. Penegak hukum juga harus 

dibekali pedoman yang ketat agar pelaksanaan norma tidak bersifat selektif atau 

diskriminatif. Selain itu, mekanisme judicial review dan kontrol konstitusional harus 

diperkuat agar norma yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi 

manusia dapat dikoreksi melalui proses peradilan. Pergeseran paradigma moral dalam 

KUHP tidak hanya menjadi proses transformasi nilai, tetapi juga menjadi tantangan 

bagaimana nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana tanpa 

mengorbankan kebebasan warga, kepastian hukum, serta prinsip keadilan yang menjadi 

fondasi negara hukum Indonesia. 
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4. KESIMPULAN 

Pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan 

transformasi mendasar dari pendekatan legal-positivistik warisan kolonial menuju 

konstruksi hukum yang lebih menekankan moral publik, nilai lokal, dan etika komunitarian. 

Pergeseran ini merupakan bagian dari proses dekolonisasi hukum yang bertujuan 

mengembalikan otentisitas sistem pidana Indonesia, namun sekaligus menimbulkan 

tantangan karena moral publik bersifat plural dan subjektif. Secara filosofis, dinamika ini 

berada dalam ketegangan antara tuntutan moral substantif dari hukum alam, kebutuhan 

kepastian rumusan menurut positivisme hukum, serta prinsip kehati-hatian kriminalisasi 

modern yang menekankan proporsionalitas dan perlindungan kepentingan hukum yang 

nyata. Secara yuridis, dominasi norma moral dalam KUHP berimplikasi pada asas legalitas, 

kepastian hukum, ruang privat, dan potensi penyalahgunaan kewenangan akibat elastisitas 

istilah yang membuka ruang interpretasi luas bagi aparat. Dari perspektif HAM, 

kecenderungan tersebut juga dapat berbenturan dengan hak privasi, kebebasan 

berekspresi, dan prinsip non-diskriminasi apabila nilai moral yang digunakan tidak 

dirumuskan secara jelas dan proporsional. Keberhasilan paradigma baru dalam KUHP 

sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan nilai moral, kepastian hukum, dan 

perlindungan HAM melalui perumusan delik yang jelas, pembatasan kriminalisasi secara 

ketat, serta mekanisme kontrol konstitusional yang efektif. 

Untuk memastikan bahwa pergeseran paradigma moral dalam KUHP berjalan secara 

adil, proporsional, dan tidak mengorbankan kebebasan warga negara, pembentuk undang-

undang perlu memperjelas rumusan delik dengan menghindari penggunaan istilah yang 

terlalu elastis serta memastikan setiap bentuk kriminalisasi lulus uji bahaya, kebutuhan, 

dan proporsionalitas. Dalam konteks ini, penyusunan peraturan pelaksana berupa 

Peraturan Pemerintah atau pedoman resmi yang memberikan batasan interpretatif 

terhadap ketentuan berbasis moral—khususnya Pasal 2 KUHP mengenai living law dan 

pasal-pasal kesusilaan—menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah multitafsir dalam 

penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali pedoman interpretasi yang 

bersifat mengikat dan terukur agar penerapan pasal tidak bersifat selektif atau bias 

terhadap kelompok tertentu. 

Di sisi lain, lembaga peradilan perlu memperkuat peran pengujian konstitusional 

melalui mekanisme judicial review terhadap ketentuan KUHP yang dirumuskan secara 

kabur atau berpotensi melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia, khususnya hak atas 

privasi dan kebebasan individu. Partisipasi masyarakat sipil dan komunitas akademik juga 

penting dalam memantau implementasi pasal-pasal bermuatan moral guna 

mengidentifikasi gejala overcriminalization dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. 

Dengan kombinasi perumusan norma yang lebih presisi, aturan turunan yang membatasi 

tafsir moral, serta kontrol konstitusional yang efektif, paradigma moral dalam KUHP dapat 

berfungsi sebagai instrumen pembinaan sosial tanpa mengikis kepastian hukum maupun 

perlindungan hak-hak fundamental warga negara. 
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